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LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANDUNG 
 NOMOR : 7 TAHUN 2017 
 TANGGAL : 26 Janari 2017 
 TENTANG : PENGELOLAAN ALOKASI DANA 

PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN 
BANDUNG 

 
 

 
 

SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAH DESA (LPPDes) 
 AKHIR TAHUN ANGGARAN/AKHIR MASA JABATAN *) KADES 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. DASAR HUKUM 

B. GAMBARAN UMUM DESA 

1. KONDISI GEOGRAFIS 

2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS 

3. KONDISI EKONOMI 

BAB II  RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA 

A. VISI DAN MISI 

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA 

C. PRIORITAS DESA 

BAB III  KEWENANGAN DESA 

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA 

1.  Pelaksanaan Kegiatan 

2.  Tingkat Pencapaian 

3.  Satuan pelaksanaan kegiatan Desa  

4.  Data perangkat Desa 

5.  Alokasi dan Realisasi Anggaran 

6.  Proses Perencanaan Pembangunan 

7.  Sarana dan prasarana 

8.  Permasalahan dan penyelesaian 

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA  

1.  Pelaksanaan Kegiatan 

2.  Tingkat pencapaian 

3.  Realisasi Program dan Kegiatan 

4.  Satuan pelaksana kegiatan Desa 

5.  Data Perangkat Desa 

6.  Alokasi dan Realisasi Anggaran 

7.  Permasalahan dan penyelesaian 

CONTOH SISTEMATIKA LAPORAN PEMERINTAH DESA/KEPALA DESA 

Keterangan : 
*)  Sesuaikan dengan Laporan 

yang 
akan dibuat dan Pedomani 

Permendagri Nomor 35 
Tahun 2007 
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BAB IV  TUGAS PEMBANTUAN 

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA. 

1.  Dasar Hukum. 

2.  Instansi Pemberi Tugas Pembantuan. 

3.  Pelaksanaan Kegiatan. 

4.  Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.  

5.  Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.  

6.  Satuan pelaksanaan kegiatan Desa. 

7.  Sarana dan prasarana. 

8.  Permasalahan dan penyelesaian. 

B.  TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN. 

1.  Dasar Hukum. 

2.  Urusan pemerintahan yang dituagas pembantuankan. 

3.  Sumber dan Jumlah anggaran. 

4.  Sarana dan prasarana. 
 
BAB V  URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA 

A.  KERJASAMA ANTAR DESA 

1.  Desa yang diajak kerjasama. 

2.  Dasar Hukum. 

3.  Bidang Kerjasama. 

4.  Nama Kegiatan. 

5.  Satuan pelaksana kegiatan Desa. 

6.  Data perangkat Desa. 

7.  Sumber dan jumlah anggaran. 

8.  Jangka Waktu Kerjasama. 

9.  Hasil Kerjasama. 

10. Permasalahan dan penyelesaian. 

B.  KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA  

1.  Mitra yang diajak Kerjasama. 

2.  Dasar Hukum. 

3.  Bidang Kerjasama. 

4.  Nama Kegiatan. 

5.  Satuan pelaksana kegiatan Desa. 

6.  Sumber dan jumlah anggaran. 

7.  Jangka Waktu Kerjasama. 

8.  Hasil Kerjasama. 

9.  Permasalahan dan penyelesaian. 
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C.  BATAS DESA 

1.  Sengketa batas Desa. 

2.  Penyelesaian yang dilakukan.  

3.  Satuan pelaksana kegiatan Desa.  

4.  Data Perangkat Desa. 

D.  PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA  

1.  Bencana yang terjadi dan penanggulangannya. 

2.  Status Bencana. 

3.  Sumber dan jumlah Anggaran. 

4.  Antisipasi desa. 

5.  Satuan pelaksana kegiatan Desa. 

6.  Kelembagaan yang dibentuk. 

7.  Potensi bencana yang diperkirakan terjadi. 
 

E.  PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  

1.  Gangguan yang terjadi. 

2.  Satuan pelaksana kegiatan Desa. 

3.  Penanggulangan dan Kendalanya. 

4.  Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan. 

5.  Sumber dan Jumlah Anggaran. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



123 

SISTEMATIKA LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN /  
AKHIR MASA JABATAN *) KADES 

 
BAB I  PENDAHULUAN 

A.  DASAR HUKUM 

B.  GAMBARAN UMUM DESA 

1.  KONDISI GEOGRAFIS 

2.  GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS  

3.  KONDISI EKONOMI 

a.  Potensi unggulan Desa 

b.  Pertumbuhan Ekonomi/PDRB 

 
BAB II  RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA 

A. VISI DAN MISI 

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA (SESUAI RENCANA 
PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DESA) 

C. PRIORITAS DESA 
 

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

A.  PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA 

1.  Intensifikasi dan Ekstensifikasi 

2.  Target dan realisasi Pendapatan 

3.  Permasalahan dan penyelesaian 

B.  PENGELOLAAN BELANJA DESA 

1.  Kebijakan Umum Keuangan Desa  

2.  Target dan realisasi Belanja 

3.  Permasalahan dan penyelesaian 
 

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA 

A.  URUSAN HAK ASAL USUL DESA 

1.  Program dan Kegiatan 

2.  Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 

3.  Permasalahan dan penyelesaian 

B.  URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN 

1.  Program dan Kegiatan 

2.  Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 

3.  Permasalahan dan penyelesaian 
 

BAB V  PENYEENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 

A.  TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA 

1.  Dasar Hukum 

Keterangan : 
*) Sesuaikan dengan Laporan Yang 

Akan Dibuat dan Pedomani 
Permendagri Nomor 35 Tahun 2007 
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2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan  

3.  Satuan Kerja Perangkat Desa 
4.  Kegiatan yang diterima 

5.  Sumber dan Jumlah Anggaran 

6.  Permasalahan dan penyelesaian 
B.  TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN 

1.  Dasar Hukum 

2.  Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan  

3.  Sumber dan Jumlah Anggaran 

4.  Sarana dan Prsarana 
 

BAB VI  PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA 

A.  KERJASAMA ANTAR DESA 

1.  Kebijakan dan Kegiatan 

2.  Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 

3.  Permasalahan dan penyelesaian 

B.  KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA  

1.  Kebijakan dan Kegiatan 

2.  Pelaksanaan Kegiatan 

3.  Permasalahan dan penyelesaian 

C.  BATAS DESA 

1.  Kebijakan dan Kegiatan 

2.  Pelaksanaan Kegiatan 

3.  Permasalahan dan penyelesaian 

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA  

1.  Bencana yang terjadi dan penanggulangannya  

2.  Status bencana 

3.  Sumber dan Jumlah Anggaran 

4.  Antisipasi Desa 

5.  Potensi Bencana tang diperkirakan terjadi 

E.  PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 

1.  Gangguan yang terjadi 

2.  Satuan pelaksana kegiatan Desa 

3.  Data perangkat  Desa 

4.  Sumber dan Jumlah Anggaran 

5.  Penanggulangan dan Kendalanya 

6.  Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam penanggulangan 
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Keterangan : 
*) Pilihan Laporan Yang Akan Dibuat 

INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (ILPPDes) .................  
KECAMATAN .................. TAHUN .............. 

 
 
 
 
 

1.  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

A.  Urusan Pemerintahan Desa. 
(Ringkasan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan 
Kabupaten/Kota) 

B.  Urusan hak asal usul desa 
(Ringkasan dari penyelenggaraan urusan yang diserahkan ke desa) 

C.  Tugas Pembantuan 
(Ringkasan dari penyelenggaraan yang ditugaskan kepada desa oleh Pemerintah 
tingkat atas) 

D.  Urusan Pemerintahan Lainnya 
 (Ringkasan urusan Pemerintahan lainnya jika ada) 

 
2.  Ringkasan APB Desa 

A.  Pendapatan Desa 

a.  Pendapatan Asli Desa 

b.  Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota 

c.  Bagian dari restribusi Kabupaten/Kota  

d.  Alokasi Dana Desa 

e.  Bantuan keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ 

 Kota dan desa lainnya. 

f.  Hibah. 

g.  Sumbangan Pihak ke tiga. 

Jumlah 

B.  Belanja 

a.  Belanja Langsung 

1)  Belanja Pegawai 

2)  Belanja Barang / jasa  

3)  Belanja Modal 

Jumlah 

b.  Belanja Tidak Langsung 

1)  Belanja Pegawai 

2)  Belanja Subsidi 

3)  Belanja Hibah 

Keterangan : 
*) Sesuaikan dengan Laporan Yang 

Akan Dibuat dan Pedomani 
Permendagri Nomor 35 Tahun 
2007 
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4)  Belanja Bantuan Sosial 

5)  Belanja Bantuan Keuangan  

6)  Belanja Tak Terduga 

Jumlah 
 

C. Pembiayaan 

a.  Penerimaan Pembiayaan: 

 1)  Sisa Anggaran Tahun sebelumnya 

 2)  Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan 

Jumlah Rp. .................................. 

b.  Pengeluaran Pembiayaan;  

1) Dana Cadangan 

2) Penyertaan Modal Desa  

3) Pembayaran Utang 

 

Jumlah Rp. ...................................... 
 

 KEPALA DESA .......... 
 

Cap/ttd 
 

____________________________ 
  
  
  
  
  
  

 

BUPATI BANDUNG, 

 
TTD 

 

DADANG M. NASER 

  
 


